LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )

Nomor : 6 Tahun : 2012 Seri: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang
bersih dan sehat di wilayah Kabupaten Gunungkidul
diperlukan  upaya-upaya perlindungan fungsi
lingkungan hidup;

b. bahwa salah satu wupaya dalam rangka
perlindungan fungsi lingkungan hidup adalah
melalui upaya pengelolaan sampah sehingga perlu
disusun pengaturannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Sampabh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
50599);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari
hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomaor 59);



Menetapkan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun

2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 274)

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2010 Nomor 07 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten  Gunungkidul ~ Tahun  2010-2030
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2011 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.
12.

Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di
Daerah.

SKPD yang ditunjuk adalah SKPD yang ditetapkan oleh Bupati
sebagai pengelola kebersihan/persampahan.

Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas
dan fungsi tertentu.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses
alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga
maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan
sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari
sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak
berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman,
kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas
umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses
alam yang menghasilkan timbulan sampabh.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh,
dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan,
dan penanganan sampabh.

Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS
adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran
ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat
TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang,
pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan
pemrosesan akhir sampah.

Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah
tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media
lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk
klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan
usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana
dan prasarana penunjang.

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan
industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang
digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.

Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan
sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.

Pelaku usaha dan/atau kegiatan ialah orang atau badan yang
dalam menjalankan usaha dan/atau Kkegiatannya berpotensi
dan/atau menghasilkan sampah.

Pengelola sampah adalah orang dan/atau badan yang bertanggung
jawab mengelola sampah pada tempat—tempat tertentu.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi
yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta
bentuk badan lainnya.

Pembuangan sampah tidak pada tempatnya adalah pembuangan
sampah yang dilakukan di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai
tempat penampungan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan
membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah.

Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan
memisahkan sampah sesuai jenis sampah.

Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan
pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS.

Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah, dari
tempat sampah rumah tangga dan/atau TPS ke TPA.

Pengolahan atau Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan untuk
mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat
diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media
lingkungan secara aman.

Izin kegiatan usaha pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan
untuk kegiatan usaha pengelolaan sampah.

Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah
terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir
sampah.



BAB I
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Asas, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab
bersama antara Pemerintah Daerah dan penghasil sampah atau
masyarakat, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas
kesadaran, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi
guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai
sumber daya.

Pasal 4
Sasaran pengelolaan sampah adalah meningkatnya upaya pengelolaan
sampah dan kesadaran dan/atau kepedulian masyarakat untuk
menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah pengelolaan sampah rumah
tangga dan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sampah

Pasal 6

Paragraf 1
Perencanaan

(1) Pemerintah daerah merencanakan pengurangan dan penanganan
sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja
tahunan pada SKPD yang ditunjuk.

(2) Target pengurangan sampah yang dibuang ke TPA sebagaimana
dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan pada
ayat (1) melalui :

a. penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan
sampah yang ramah lingkungan mulai dari sumber sampah
sampai dengan TPA; dan

b. pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanganan
sampah yang ramah lingkungan meliputi pembiayaan dan
teknologinya.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 7

(1) Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan
cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah,
dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui kegiatan :

a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan
bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan

b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam
mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang,
pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampabh.



Pasal 8

Penanganan sampah dilakukan dengan cara :
a. pemilahan;

pengumpulan;

pengangkutan;

pengolahan; dan

pemrosesan akhir sampah.
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Pasal 9

(1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a
dilakukan dengan cara mengelompokkan dan memisahkan sampah
sesuai dengan jenisnya.

(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik
di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial,
dan fasilitas lainnya.

Pasal 10

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga
ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya
sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 11

(1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf ¢ dilaksanakan dengan cara :
a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab
lembaga pengelola sampah yang dibentuk RT/RW/Padukuhan;
b. sampah rumah tangga dari TPS/TPST ke TPA menjadi
tanggung jawab SKPD yang yang ditunjuk;

c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan
industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke
TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola
kawasan; dan

d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya
dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA
menjadi tanggung jawab SKPD yang ditunjuk.

(2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis
sampah.

(3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan
keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

(4) Dalam hal lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf ¢ belum dibentuk, pengangkutan
sampah dilakukan oleh SKPD yang ditunjuk.

Pasal 12

(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d
dilakukan dengan mengubah karakterisik, komposisi, dan jumlah
sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.

(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 13

Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e

dilakukan dengan cara mengembalikan sampah dan/atau residu hasil

pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah meyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah.
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